BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya mengenai “Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan

Militer Dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Oleh Prajurit TNI” maka peneliti dapat memberikan beberapa poin

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI masih
berada dalam kondisi dualistik akibat ketidaksinkronan antara UU
Peradilan Militer dan ketentuan pascareformasi yang menempatkan
korupsi sebagai tindak pidana umum di bawah yurisdiksi peradilan
umum. Ketiadaan pembaruan undang-undang yang tegas menyebabkan
tarik-menarik kewenangan tetap berlangsung, diperkuat oleh Putusan
MK No. 87/PUU-XX1/2023 yang menegaskan peran aparat militer pada
tahap awal penyidikan. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya
kepastian hukum, sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan
mendesak untuk menjamin kejelasan yurisdiksi dan efektivitas
penegakan hukum.

Tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan
Umum dalam penanganan Tipikor prajurit TNI menimbulkan
ketidakpastian hukum akibat konflik norma antara UU TNI dan UU
Peradilan Militer. Ketidaksinkronan ini menghilangkan jaminan

perlindungan prosedural KUHAP, memperlemah kontrol yudisial, serta
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meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak
konstitusional prajurit. Struktur peradilan militer yang berada dalam
hierarki komando dan cenderung tertutup juga menimbulkan keraguan
terhadap independensi dan akuntabilitas peradilan. Mekanisme
koneksitas tidak efektif karena kompleksitas koordinasi dan perbedaan
standar pembuktian, sehingga berpotensi melahirkan forum shopping
dan memperlambat penyelesaian perkara. Kondisi ini melemahkan
efektivitas penegakan Tipikor dan prinsip equality before the law,

sehingga pembaruan legislasi menjadi kebutuhan mendesak.

B. Saran

1.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh,
penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada tiga pihak utama,
yaitu:

Perlu segera melakukan harmonisasi legislasi dengan merevisi UU
Peradilan Militer serta menegaskan pemisahan yurisdiksi sesuai Pasal 65
ayat (2) UU TNI dengan menerapkan asas lex posteriori derogat legi priori,
sehingga penanganan Tipikor oleh prajurit TNI memiliki kepastian hukum,
transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip equality before the law.

Diperlukan penguatan koordinasi dalam mekanisme koneksitas, termasuk
penerapan standar prosedur yang konsisten sejak tahap penyelidikan hingga
penuntutan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, forum shopping,
maupun penundaan proses hukum yang merugikan kepastian hukum. TNI

perlu mengoptimalkan pengawasan internal dan membangun sistem
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integritas kelembagaan yang lebih transparan, termasuk mekanisme
pelaporan dan pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan
mencegah praktik korupsi, sekaligus mendukung penegakan hukum yang

objektif dan akuntabel.
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